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TINJAUAN KHUSUS

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

3.1. BATAS WILAYAH

Wflayah Ko<a Temanggung yMg bers<atus kota kabupaten di sebete mara dibagi
o.eh kawasan Maron (BWK B4), sebete seteu,«oleh kawasan Muda, (BWK
D4), sebete bara. dibafcsi o.eh kawasan Kebonsari (BWK B2), sebete timur dibaiasi
oleh kawasan Kowangan (BWK C3, Batas wuayah k„U im bna ditinjau dari jarmgan
jate, dmatasi oleh jalur arteri yang melingkar dipmggir (mar kota) untuk pernubungan
^ona.yangtidakmeWuipusa,^ yatoke arah selate Mageteg, utea Wonosobo

Kemudian jate ko.ek.or primer yang me^hubungkan K„ta Temanggung (melalui
pusa, Ko,a> dengar, Ko^kota diluar Kabupaten Temanggung mehputi I.. Suwandi S
n. Kariini, JI. Pahlawan, Jl. Ga.0, Subrote, JL Hayam WunUc dan II Sundoro

Kabupaten Temanggung .erdiri dari ,3 keeamate yang terbagi menjadi 3ke,ompok
wUayah Pembamu Bupati yaitu Parakar, Temanggung, Candiro.o. Untuk Kota
Temanggu^terrnasukdate.wi^ahPernbanmBu^Tema^gung. Wfcyahkecamate
Temanggung membawahi 5keeamate Dimana unfck ^yah kota ^ ^ ^
1kecamatan, 8desa/kelurahan, 43 RW, Hhat gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Tata g»na tean teda^^^^^
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3.2. PERKEMBANGAN POTENSI DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
3.2.1. Sektor Perekonomian

Kedudukan kota Temanggung pada fungsi ekonomi wilayah pengaruhnya meliputi
wilayah Propinsi Jawa Tengah dan wilayah Kabupaten Temanggung. Namun kedudukan
kota Temanggung dalam konstelasi penyebaran perkotaan di Jawa Tengah kurang
menguntungkan, karena di luarjalur ekonomi Pusat-pusatpertumbuhan lebih cenderung
sebagai kota transit dari jalur selatan ke utara.

Secara geografis lokasi Temanggung untuk upaya peningkatan pertumbuhan aktivitas
yang berskalaregionalmemang kurang menguntungkan, sebagaimana telah diungkapkan
diatas bahwa lokasi geografis kota Temanggung tidak terlewati oleh sistem jaringan
jalan arteri regional yang menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi wilayah
sepertiKudus, Cilacap, Semarang, Solo, Tegal dan Pekalongan. Dari data volume trafic
yang disurvey oleh Direktorat Jendral Bina Marga menunjukkan bahwa traffic yang
menyimpang dari jalur traffic Semarang - Magelang relatif kecil, bahwa ada
kecenderungan ±80 %traffic tersebut adalah straight (langsung). Hal ini akan
berpengaruh pada laju pertumbuhan aktivitas ekonomi sosial kota Temanggung.

3.2.2. Sektor Pertanian

Kota Temanggung dalam konstelasi perkotaan di wilayah kabupaten Temanggung
merupakan kota transit dan kota pengumpul komoditi produk pertanian/perkebunan
yang akan dikirim keluar wilayah kabupaten Tenaanggung. Kota ParakansebagaiParakan
sebagai kota yang cukup tinggi fungsi ekonominya sebagai kota pengumpul hasil
perkebunan (tembakau) memberi keuntungan kepada kota Temanggung dalam
menjalankan fiingsinya sebagai kota transito produk pertanian.

Predikat sebagai penghasil tembakau lebih cenderung dikenal oleh kalangan pabrik



rokok besar. Keternbate 37.947 pekcja dar, ,338 uni, usaha pengotean dan
pcngenng*, .embakau yar* ada, memproduksi sejumte 6.842.8,9 ,o„. Pendapate
- sebagai .lahsatu penghante kenaikan pendapatan^^ ^
ke Belanda, Jerman Bara,, Belgia, Spanyol, dan USA.

3.2.3. Sektor Pemerintahan

Se^rPemeri„^merap^seWorutoymginendukimgfimgsike^
>-. khususnya pada kegiate pehmgkate pendapate Daerah dan penyerapan .enaga
kW sehmgga unh* mcnunja^ pembangunan sampai periode 2009 pusa, kegiate
pemerintean mi masih dipertean*an di wilayah pusa, ko,, yaitu di kelurahan
Temanggung Idan Temanggung JJ.

3.2.4. Perumahan

Kawasan pe^mahan mencapai 967 Ha dengan daya te,p„ng penduduk sejumlah
80.250 j,wa. Menuru. fungsi kawasan ada 2jenis yaitu :
.. Kawasan perumahan munu yaitu kawasan yang khusus unh* ,empa, tingga, saja,

yang dmerkirakan mencapai 70 *dan khusus „ntuk tempa. tinggal saj^ yang
Aperiurakan mencapai 70 %dan luas setauh kawasan pmmahm ^ ^ ^

XKawasanperumahandenganduamngsi.yaimsete.unnA.empa.tir^juga^tuk
berbudidayafhomemdusuijdengansyara.-syara.khusus. Kawasan ini290Hayang
desa Kowangan dan Desa Jurang.
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33. S.STEM PEMER.NTAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT „
TEMANGGUNG

Dalam upaya lebih me„i„gka,ka„ ke.ancaran dan efisiensi penye.enggaraan
pemerintean d, Daerah seria pelayanan kepada masyaraka,, maka peraturan Daerah
Tmgka,HTemanggu„gNo. ,0Tahu„,989 tenteg susunan organisasi dan tata kerja
Sekretea,Wi,ayah«aerahda„Sekrctea,De„a„Pen^R^atDae^Kabupaten
Daerah Tmgka, UTemanggung yang dimua, dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah
Tmgka,nTemanggungNomor3teggal8Mare„990SeriDNom„r2dipa„dangtidak
-sua, tei dengan keadaan dewasa ini. Dengan keiuamya kepun.au Me„,eri Date,
Hegeri Nomor 28 Tahun .992 .enteg Pedoman Organisasi dan Tata keria Sekretaria,
Wi^yah^aerahKabupa.en^ote.adyaDaerahTmgka.IIser.tunmnyasura.MenteriDalam Negeri Nomor 06.../2402/S, tangga, 27 Agustus 1992 ^ ^.^
pcmbentukan OIgamsasi Setwilda Tingka, ndalam pola minima, plus sehingga periu
menetapkan kembah susunan organisasi dan tata kerja Sekretaria, WHayah/Daerah dan
Sekre«aria, Dewan Penvakite Daerah Tingka, nTemanggung. Perubahan ini sudah
dyalankan, dimana didalamnya .erjadi perubahan dan perkembangan kegia,an

Pada struktur orgar^i te,a Setwi.ua be,um mempunyai 3asisten masih membawahi
lang.ungkepalabagianyangada^^munpadakondisisaa.misudahtidakmemungkinkan
karena adanya pericembar^an kegiate pemerintean sehubungan de^an pelaksanaan
tihk beta, otonomi daerah di Daerah Tingka, H. Yang pada shnktur otgamsasi yang baru
(sesua, dengan peraturan tenteg o,o„„mi daerah) sekwi.da sudah mem* 3asisten
yato :asisten «. Praja (Asisten I), Asis.cn Administasi Pembangunan (Asisten n>
AsK,en Adnunisti-asi (Asisten m). Dengan kondisi Kepah, Bagian yang semu.a hanya «
Kepala Bagian pada stioUctur organisasi lama menjadi 1, Kepala Bagian
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3.3.1. Sekretariat Wilayah Daerah Sebagai Unsur Badan/StafDaerah

Setwilda dengan tugasnya membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas
pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
1- Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat wilayah/

daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Pembinaan penyelenggaraanpemerintahan dalam artimengumpulkan danmenganalisa
data, merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pembinaanpelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkandanmenganalisa
data, merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian.

4. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data,
merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.

5. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
teknis administratip kepada seluruh perangkat wilayah administratip dan instansi

vertikal.

6. Koordinasi perumusan peraturan pemndang-undangan dan pembinaan hukum yang
menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran.

7. Pembinaankeamanandanketertiban dalam artimemeliharadanmembinakeamanan
dan ketertiban.

8. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

33.2. Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Temanggung
Susunan organisasi Setwilda terdiri dari 3(tiga) asisten dan 11 (sebelas) bagman dan
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dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu :
1. Asisten :

a. Asisten tata Praja (Asisten I)

b. Asisten Administrasi Pembangunan
(Asisten II)

c Asisten Administrasi (Asisten JJI)
2. Bagian :

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Pemerintahan Desa

c Bagian Hukum

d. Bagian Hubungan Masyarakat

e. Bagian Perekonomian

f. Bagian Penyusunan Program

g. Bagian Sosial

h. Bagian Kepegawaian

i. Bagian Keuangan

j- BagianOrganisasi

k.Bagian Umum

3. Kelompok Fungsional

3.3.3. Tugas Dan Fungsi Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
1. Asisten Tata Praja (Asisten I)

a. Tugas Asisten Tata Praja :

1). Merumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis
serta memantau penyelenggaraan pemerintahan.



2). Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
3).Menyu^bahankeb^^

4). Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
b. Asisten Tata Praja (asisten I) terdiri dari :

l).BagteTaUPemcrmtean,bermgasme,aks»akanpenyusuna„pro^da„pelunjuk
kms pemmnaan penyelengaraan pemerintean umum perangka, wilayah/daerah,
administrasi kependudukan dan ketertiban.

a). Fungsi Bagian Tata Pemerintahan :

-MengumpuBcan bahan pembinaan koordinasi instesi veriikal oleh Kepala
Wilayah date, penyelenggaraan pemerintean dan penyusunan reneana pro
gram dan pehmjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintean.

-MengumpuKan bahan dan menganalisa da* serta memberikan pertimbangan
dalam rangka pembinaan perangkat Wilayah/Daerah .

-Mengumpulkan bahan penyu^ pedoman ^ ^.^^^^
dan pembinaan administrasi kependudukan.

pemeliharaan ketertiban umum.

-MengumpuBcan bahan penyusunan pedoman dan penmjuk teknis pembinaan
peningkatan sumber pendapatan Daerah.

b). Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.

- Sub Bagian Pe rangkat Wilayah/Daerah.

- Sub Bagian Administrasi Kependudukan.

- Sub bagian Ketertiban Umum.
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^.Pemerintean^sabertugasme^anakanpenyusu^nped^^^.^^
pembinaan pem-eteggaraan ter pemerintean desalcelurahan, perangka, dan
admnusti^i des* pe^emba^an dan lembaga desa serta pendapate dan kekayaan
desa/kelurahan.

a). Fungsi bagian pemerintahan desa :

-Mengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekrus pembinaan
pelaksanaan hubungan masyarakat.

-Melaksa^kan hubungan ante pemerinte daerah dengan masyaraka, umum
dan organisasi kemasyarakate un.uk memperjelas kebijakan pimp^

dan kegiatan pemerintah daerah.

-Metesa^kan inventesasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan
penerbitan

b). Bagian hubungan masyarakat terdiri dari :

- Sub Bagian Pengumpulan mfoimasi

- Sub BagianPemberitaan.

2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II)

Asisten administrasi pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan
perekonomiaan daerah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
a. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, asisten Hmempunyai fungsi:

1). Mengkoordmasikanpenyusunanpedomandanpemnjuktek^
peningkatanprosduksi pertanian, petemakan, perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan dan energy pariwisata, koperasi, perkreditan, permodalan, perusahaan
dan perbankan daerah serta transport^ dan komunikasi serta lingkungan hidup



2). Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tekms pembinaan dan
pembenan bantuan daerah, pembangunan ante daerah dan ante sektor

^.Mengkoordmasikanpen^^p.d^^^^^^^^^
—I pemberian bantuan serta pe.ayana„ dibidang kesehatan masyarakat,

ketenagakerjaan dan transmigrasi.

4). Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan ^juk teknis pembinaan dibidang
agama, pendidikan dan kebudayaan.

b. Asisten JJ terdiri dari:

D-Bagteperekonomian, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pe^usunan
pedoman dan pehmjuk teknis pembmaan, serta mamante perkembangan dibida^
sarar* perekonomian dan penmgkate produksi serta pembmaan Hngkunganhidup.

a). Fungsi bagian perekonomian adalah:

-Mengumpufcan bahan per^ pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
abrdang produksi pertanian, petemaka* perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan energi serta kepariwisataan.

-Mer^umputa, bahan penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis pembinaan
dlfadang perkoperasian, perkredite, dan permodalan.

-MengumpuKan bahan penyu™ pedoman dan petejuk teknis pembmaan
dibidang perusahaan dan perbankan.

-Men^pufcan bahan peny^an pedoman dan petejuk teknis pembinaan
transportasi dan komunikasi.

b). Bagian perekonomian terdiri dari:

-Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
-Sub Bagian Produksi Daerah Bidang JJ.
- Sub Bagian Lingkungan Hidup.



2). Bagian penyusunan program, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
Penyusunan pedoman dan petun.uk teknis pembmaan program ke,, serta

pengendalian administrasi pembangunan dan pelaporan.
a). Penyusunan program mempunyai fungsi:

-Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan"an penyusunan program tahunan
pembangunan daerah.

-Meteukan penman adnunistrasi pembangun™ yang dmiayai
APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lahmya

-Mengumpufcan bahan dan mengadministiasikan program bamuan
^bangunan dari Daerah Ttagka^ Pemerinte pusa, dan bamuan pihak

-MCakukan anaUsa dan evamasi dan ,ap„ran^^^^
°). Bagian penyusunan program terdiri dari :

- Sub Bagian Program Kerja.

- Sub Bagian Pengendahan.

- Sub Bagian Pelaporan.

^sosi^bertugasmelaksanakan^^^
a). Bagian Sosial mempunyai fungsi:

-MengumpuKan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembmaan
dibidang kesejahteraan rakyat.

-Mengkoordinasikan ^ memantau ^^^^ ^
pelayanan dan bantuan sosial.

-Mengumpulkan danraCngoteda.set,menyiapkansarandar,perthnbangan
* "^^^'^«•*-• "«* bereneana dan hansmigrasi

-Mengumpulkanctemer^oteda.sertam^pkanb^^^^^
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dan petunjuk teknis pembmaan dibidang agama dan sosial budaya
-MengumpuKan dan mengote da. serta menyiapkan pedoman dan petanjuk teknis

pembmaan dibidang penman, generasi muda, olahraga dan peranan warn, serta
ketenagakerjaan.

b). Bagian Sosial terdiri dari :

- Sub Bagian Kesejahteraan.

"Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
-Sub Bgian Pemuda, Olahraga Dan Peranan Wanita.

3. Asisten Administrasi (Asisten III)

a- Unmk melaksanakan .ugasnya asisten admimsti^i mempunyai (ungsi •
•). Melaksanakan koordi.si penyusunan pedoman ^ penmj^ teknis pembinaan

kepegawaian serta tata usaha kepegawaian.

2). Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis pembmaan
organisasi dan tatalaksana.

3). Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
urusan rtnnahtegga, «. usaha dan kearsipan, proteko, dan kelengkapan.

b. Asisten adminislrasi (asisten ffl) terdiri dari :
1). BagianKepegawaian, ^m^meW.a.kanp^,^,^^^

penyusu^n pedoman dan petu„juk^^^ ^^^^
serta melaksanakan mutasi pegawai dan te, usaha pegawaian.
a). Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

-^•^-an^-ngotedausertamempersiapkanperanoran perundang-
undangan dibidang kepegawaian.

-Mengumpufcan dan mengote mu«asi dan te, usaha kepegawaian
-Mengumputtan dan mengote da. serta menyiapkan penyusunan program



36

^ petunjuk teknis pembmaan dan pengembangan karier pegawa,
seoa penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai.

-MengmupuKan bahan pe.aksanaa„ ujian dinas serta pemberian pengnargaan teda
jasa.

b). Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- Sub Bagian Umum Kepegawaian.

- Sub Bagian Pengembangan Pegawai.
- Sub Bagian Diklat Pegawai.

2). Bagian Keuangarr, bertugas melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan rencana
APBD, perubahan dan perhtongan APBD serta membina adminishasi keuangan.

a). Bagian Keuangan mempunyai:

-MengmnpuUcan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana APBD,
perubahan dan pertimbangan APBD.

- Mengelola administrasi keuangan daerah.

-Menguji kebenaran penagihan dan penerbite sura, penntah membayar uang
(SPMU) dan mengadakan pemeriksaan administrasi keuangan serta membma
perbendaharaan.

-Mengumpulkan dan mengkoordinaskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan adniinistrasi keuangan.

b). Bagian keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Anggaran.

- Sub Bagian Pembukuan.

- Sub Bagian Perbendaharaan.

3). Bagian Organisasi bertugas melaksanakan penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis
pembmaan kelembagaan, ketaWaksanaan, pembmaan aparatur negara> menge,0,a
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perpustakaan, dan pengolahan data.

a). Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
-Met^pu^dan^^^^^^^^^^
kelembagaan.

-Mengumpufcan bahan penyusunan pedoiMn da„ ^ ^^^
ketealaksanaan yang mehputi tea kerja, metede kerja dan prosedur kerja

-Mengumpulkan bahan penyusuMn pedomm ^ ^^ ^ ^^
pendayagunaan Aparahrr Negara serta menge.ola dan mengembangkan
perpustakaan.

-Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem
Pengumpuian, pengolahan dan penajian data.

b). Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan.

- Sub Bagian Ketatalaksanaan.

- Sub Bagian Perpustakaan.

- Sub Bagian Pengolahan Data.

4). Bagian Umum, bertugas melaksanakan un.au ter usaha, pembinaan keatsipan,
nm-ah tangga, periengkapan, keamamm date, perjatean dan protoko,.
a). Bagian Umum mempunyai fungsi :

-Melakukan urusan tata usaha pimpinan.
-Melakukan pembinaan kearsipan.

-Melakukan urusan periengkapan.

-Melakukan urusan keamanan dalam terhadap p^onil, material dan informasi
-Melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas.

b). Bagian Umum terdiri dari :

urusan
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-Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Keuangan Setwilda.
-Sub Bagian Periengkapan Dan Rumah Tangga.
- Sub Bagian Sandi Dan Telekomunikasi.

- Sub Bagian Perjalanan Dan Protokol.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabate fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintean Daerah sesuai der^an keahlian dan kebumhan. Kelompok jabate
^ona, dimaksud date, pasa. 59 Peraturan Daerah Tmgka.„Temanggung terdiri
dan sejurtdah tenaga, dalam jenjang jabate fungsional yang tertagi date, berbagai

teagafungsiona.semoryan.dinmj^olehpejaba.yar^benvenangdanbertar^gung
jawab kepada Sekwilda.

3.4. KOND.SI KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG ••»

3.4.1. Kondisi Perka„toran Dalam Lingkup Kawasan Pusa, Kota
Kanter Pemerinte Daerah sebagai komP,ek mama pusa, pemerintean adate

merupakan .embaga yang bertugas melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan
pemerintean di daerah, melaksanakan pemban^an dan perekonomian, pembmaan
masyaraka.sertapembinaanadm^t^ikepadaseluruhpe.at^.daerah^

Perkemba^ankegiatepemerintean, sehmggamengakibatkan tidakmampunyafas^
u*uk mewadahi kegiate tersebu,. Yang hal Ŵ ^ ^ ^ ^^
kawasan lampiroso yang mengateu pe*emba„gan khususnya di bidang Pe„yediaa„



«- •*- pemerintean. Dari memband.gkan perkembangan kawasan pada
tahun 1989 dan tahun 19Q* f~xu ♦ u L»anun 1996, terHhat bahwa pada tahun 1Q«q ^ .
kah,mat^ ^ Perkembangan kantor^^**«^.^tallllihltaiiiIiiii-
^angkomp.kute.hhatOambar.Z Namunpadateun.99o,etemengalami

^ep.sedangkanja.ursepanjangk^p.ekperican.orandimmp^
«*keg^te rutimtas perkanteran, ape, pagi dan steg, Khar Oambar33

G»bar,2.peri£em^kan,orkabuPa,e„DaenUirmgkatn
Temanggung tahun 1989 «*«u.

Oamba, 3.3. perkern^ ka„tor.^^
iemanggung. tahun 1996

39



3.4.2. Kondisi Site Kantor Pemerintah Daerah

'-ya.a mengalami perkembangan bempa penambahan ruang sebagai fasihte
perkantoran liha, Gambar 3.6.

40

Gambar 3.6. Site kantor Kabupaten
3.5. TATAMASA UNIT-UNIT BANGUNAN

Kondisi unit-utu, bangunan pada saa. ini behnn ^.ompok dengan baik yan,

efcetea, .dayah daerah yang tersebar dan tidak te*e,omp.k sesuai as,«en-asL
Sekwnda yang membawahinya. Yang disebabkan oleh •

yangjelas menuntutadanvastniktiirnrrT,^- •
yaStnto0^^^y^^bmlengkaPdalammelaksanakan

tugas sebagai Pemerintah Daerah.

b.Kondisikomp,ekPerka„,ora„yangadakKsuaidengankaraktersebuah

mentpakan proses penmate site «buah komplek hurtian seorang kapten dalam
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bangsa China yang bersifat hanya adanya alih fungsi dan proses selanjutnya mengalami

penambahan dan pembenahan.

3.6. TATA RUANG KERJA

Seperti telah diungkapkan pada perkembangan kondisi site, dari yakni dengan

membandingkan keadaan tahun 1989 dengan keadaan tahun 1996. Ternyata tata ruang

mengalami perubahan yang cukup banyak dan tidak lagi terwadahi dengan baik. Dimana

dapat diperinci sebagai berikut:

a.Kondisi Tata ruang dipengaruhi oleh perubahan susunan struktur organisasi Pemerintah

Daerah yang semula Setwilda hanya terdiri 6 Kepala Bagian sekarang mengalami.

perubahan menjadi 11 kepala bagian dengan tugas dan fungsi yang lebih banyak dan

lengkap.

b. Adanya penempatan danpemanfaatan ruang-ruang wadah kegiatan perkantoran yang

didorong oleh tuntutan kebutuhan yang bersifat urgens untuk segera direalisasi demi

kelancaran kerja. Yakni seperti diungkapkan diatas bila secara arsitektural dengan kondisi

strukturyang mengalami perubahan tersebut temyata harus segera membentuk beberapa

wadah bagi Kepala Bagian berikut Kepala Sub Bagian dan staf.

3.7. UNGKAPAN ARSITEKTUR

Kondisi bentuk fisik bangunan secara keseluruhan didcKninan arsitektur lokal dan

bersifat memusat. Kantordinas Bupati Kepala Daerah sebagai pusat dariseluruh komplek

pemerintahansebagaiungkapan simbolis yang menunjukkan hirarkhijabatan dan berusaha

menunjukkan menciptakan kewibawaan sebuah pusatperkantoran pemerintahan. Kantor

Dinas Bupati sebagaipusat ditunjukkan dengan dominasi arsitektur tradisional Jawa berupa

pendopo (bangsal Jenar).


